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ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “Analisis ljarah dan‘Urf terhadap Tradisi Sewa
Tanah dengan Pembayaran dari Hasil Pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo
Kabupaten Pameckasan” bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1.
Bagaimana tradisi sewa tanah dengan pembayaran dari hasil pertanian di Desa
Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana analisis ijarah
dan ‘urf terhadap tradisi sewa tanah dengan pembayaran dari hasil pertanian di
Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan
dengan teknik observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Selanjutnya
dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu
pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan
mengenai tradisi sewa tanah yang dibayar dengan hasil pertanian di Desa Toket
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, kemudian dianalisis berdasarkan ‘urf
dan ijarah tentang tradisi sewa tanah tersebut dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi sewa tanah dengan
pembayaran dari hasil pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten
Pamekasan diantaranya: Kebiasaan yang terjadi di Desa Toket mengenai akad
sewa (ijarah) penyewa (musta jir) tidak menyebutkan besaran upah bagi ma jir
serta upah tersebut dibayarkan setelah panen dan dibayar dengan hasil pertanian,
hal tersebut berdasar pada asas kepatutan antar kedua belah pihak, sehingga tidak
ada yang bisa disalahkan jika suatu hari ada ketidaksesuaian jumlah upah. Akan
tetapi sewa semacam ini terus dilakukan di masyarakat, sebab masyarakat
menjunnjung nilai kekeluargaan dan nilai tradisi yang berlaku. Analisis ijarah
terhadap sewa tanah yang dilakukan di Desa Toket menyimpulkan bahwasannya
telah terpenuhi rukun dan syarat dari akad sewa tersebut sehingga akad dikatakan
sebagai suatu perbuatan yang sah. Disamping itu berdasarkan analisis ‘urf
terhadap akad sewa tanah pertanian yang dilakukan di Desa Toket merupakan
tradisi ‘urf sahih yakni suatu tradisi yang tidak bertentangan dengan nash hukum
Islam, tradisi bisa saja berubah dengan seiring berubahnya waktu dan tempat. Jadi
hukum disuatu daerah bisa saja berbeda dengan hukum yang berlaku di Desa
Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini.

Dengan demikian dari kesimpulan diatas maka kepada seluruh masyarakat
yang melakukan tradisi sewa tanah dengan pembayaran dari hasil pertanian tanpa
menyebutkan ujrahnya, maka tunaikanlah kewajiban sebagai penyewa (musta jir)
dan berikanlah hak majir selaku pemberi sewa dengan ujrah(upah) yang tidak
merugikan kedua belah pihak dan terjadi keridhaan serta kesepakatan antar
keduanya. Sehingga tidak muncul sengketa di kemudian hari.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh Allah swt. dan
memiliki hak serta kewajiban sejak dilahirkan. Hak tersebut merupakan
anugerah Tuhan yang Maha Esa yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan®. Manusia memiliki dua garis hubungan
dalam hidup yakni hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia
dengan sesama manusianya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia
sebagai pelaku ekonomi telah diberikan kemudahan dan kemurahan oleh Allah
dalam mencari karunia-Nya. Allah telah menyediakan beraneka ragam sumber
daya di alam vraya ini, Allah mempersilahkan hambanya untuk

memanfaatkannya sebagaimana disebut dalam QS. Al-bagarah ayat 29:

E BR5aS st ] G5 F Ged 20N 3 G oS Gl ol 58

a w(e 5, C %
e 05 USS 3R O ol

Dia lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia
maha mengetahui segala sesuatu.’

! Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar, (Makassar:
CV.Sosial Politic Genius, 2018), 18.
“Mushaf Al-Jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), 5.



Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dan saling
membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hubungan inilah yang kemudian disebut dengan mu‘amalah. Mu amalah
merupakan gambaran terhadap suatu aktivitas manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.?

Mu amalah merupakan hubungan antar manusia untuk memenubhi
kebutuhan hidupnya, baik berupa kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan
papan. Islam telah mengatur konsep mu amalah sebagai sebuah syarak yang
mengandung beberapa hukum, meliputi halal, haram, makruh, sunah, dan
mubah. Hal ini menunjukkan kemudahan yang diberikan Allah dalam
menjalankan syariat. Dalam hal menentukan hukum suatu transaksi yang
terjadi dimasyarakat maka, munculah hukum Islam sebagai dasar dalam
melakukan transaksi yang disebut sebagai figh mu amalah. Hukum Islam tidak
mereduksi pada suatu masa namun hukum berlaku sesuai dengan keadaan
yang ada pada saat ini.

Sebagaimana dikutip dalam buku Figh Muamalat karya Rahman
Ghazaly yang mengatakan bahwa figh muamalah merupakan suatu hukum
yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam menjalani persoalan-
persoalan keduniaan, seperti jual beli dan utang piutang serta sewa menyewa“.
Maka figh mu amalah sebagai syariat bagi umat Islam menjadi batasan dalam
melakukan transaksi demi tegaknya hukum guna menjaga kemaslahatan

bersama. Sehubungan dengan adanya figh mu amalah menunjukkan adanya

*Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.
*Rahman Ghazali.dkk,Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.



suatu transaksi yang harus dijaga kesahannya dan menghindari segala bentuk
kerusakan (batil) suatu akad.

Dalam figh mu amalah mengandung dua induk akad yang dikenal di
masyarakat yakni tabarru’ (non profit transaction) dan akad tijari (profit
transaction). Dalam akad tabarru’ meliputi qardh dan wakalah sedangkan
akad tijari meliputi jual beli, murabahah, istisna’dan ijarah.

Ijarah menurut Sayyid Sabig merupakan suatu akad untuk memperoleh
manfaat dengan jalan membayar upah.® Dalam hukum perdata (BW) pada
Pasal 1548, sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang mana pihak satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya manfaat
dari suatu barang dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran yang
disepakati diantara kedua belah pihak dengan jumlah yang disanggupi
pembayarannya®. ljarah merupakan perpindahan kepemilikan terhadap suatu
manfaat yang ditentukan waktunya dengan suatu kompensasi tertentu.’

Maka dari itu penyewaan terhadap pohon untuk diambil buahnya
tidaklah sah karena pohon bukan merupakan manfaat dari objek sewa.
Begitupula menyewakan uang ataupun barang yang dapat ditakar atau
ditimbang, karena menyewakan hal tersebut berarti menghabiskan materinya
(benda)nya, sedangkan ijarah merupakan perjanjian yang berunsurkan

manfaat. ljarah dapat meliputi dua jenis, pertama ijarah jasa seperti jasa

®Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek
Hukum, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti,2009), 231.

®R. Subekti dan R, Tjiptrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Paramadya,
2006), 381.

"Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Terj.Abdul Hayyi Al-Kattani, (Jakarta: Gema
Insani, 2011), 385.



perhotelan dan jasa biro hukum. Kedua ijarah manfaat seperti sewa menyewa
tanah dan sewa rumah.

Akad ijarah bisa dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan
saling menguntungkan para pihak atau dikenal dengan istilah zjari. Dengan
akad ini seorang penyewa (musta jir) akan mendapatkan manfaat dari objek
yang disewa, sedangkan pemberi sewa akan mendapatkan imbalan (ujrah)
sesuai dengan kesepakatan.

ljarah sebagai suatu akad yang sering dilakukan oleh masyarakat baik
dalam bercocok tanam maupun di lembaga keuangan syariah haruslah sesuai
dengan dasar hukum figh mu amalah. Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-

bagarah 233 :

Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut (layak).®

Sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual (kesepakatan) yang
mana akad ini memiliki titik singgung dengan konsep upah (ujrah), sebab jasa
atau manfaat yang diberikan oleh seseorang dimaksudkan untuk memperoleh
imbalan. Apabila manfaat dari objek sewa telah diserahkan kepada penyewa
(musta ’jir) maka mii jir berhak atas upah.® Hal tersebut sudah menjadi tradisi

di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

®Mushaf Al-Jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), 37.
%Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.



Dalam tradisi transaksi sewa yang terjadi di Desa Toket Kecamatan
Proppo Kabupaten Pamekasan mereka melakukan perjanjian sewa menyewa
tanah yang digunakan untuk bercocok tanam agar dapat terpenuhi kebutuhan
hidupnya. Namun musta’jir tidak menyebutkan upah yang akan diberikan
kepada maii’jir, serta memberikan keluasan kepada musta’jir dalam
menentukan lamanya waktu sewa, hal ini berdasarkan keterangan narasumber
setelah di wawancarai oleh penulis. Akan tetapi telah menjadi kebiasaan di
desa tersebut bahwa upah akan dibayar saat panen tanpa menyebutkan jumlah
atau takarannya, menurut narasumber ini sudah jadi kebiasaan persaudaraan
untuk menyewa tanah milik saudaranya kalau saudara tinggal jauh dari tanah
tersebut, narasumber telah melakukan sewa seperti kasus ini kurang lebih
sejak tahun 1990.

Hal tersebut dapat merugikan salah salah satu pihak ataupun kedua belah
pihak, sebab jika ada kerugian hanya ditanggung oleh musta jir. Jadi jika pada
saat panen pembagiannya tidak sama antara pihak satu dengan pihak yang
lainnya, maka secara hukum tidak bisa disalahkan atau dimintakan ganti rugi.
Selain itu waktu sewa menyewa juga hanya menjadi hak musta’jir. Jika
penyewa sudah tidak sanggup atau sudah tidak memiliki modal untuk
menggarap tanahnya, maka akad sewa akan berakhir.

Dalam hubungan ini, tradisi ijarah yang terjadi di Desa Toket
sebagaimana dijelaskan diatas bersinggungan dengan ushul figh yang disebut
‘urf. ‘Urfsecara harfiah merupakan suatu kebiasaan di masyarakat baik berupa

ucapan, perbuatan maupun tindakan, serta telah dikenal manusia dan sudah



menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. *® Pendapat Abdul
Wahab Khallaf ‘urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan
dijalankan ~ terus  menerus  baik  berupa  perkataan = maupun
perbuatan."*Sedangkan jika ‘urf yang terjadi di masyarakat baik menurutnya,
maka baik pula menurut Allah.*? ‘Urf dalam substansinya juga dikenal dengan
istilah al- ‘adah. Secara etimologi al- ‘adah diambil dari kata al- ‘awd atau al-
mu’awadah yang artinya berulang-ulang.

Menurut Asmawi, ‘adah merupakan perkara yang dilakukan secara
berulang-ulang dan kontinuitas dilakukan serta bukan merupakan hubungan
rasional. Dalam kata berulang-ulang dan terus-menerus terjadi menunjukkan
pada segenap kadar cakupannya, baik bersifat kelompok maupun individual,
baik yang bersifat perkataan maupun perbuatan, ataupun yang bersifat positif
konstruktif maupun yang negatif konstruktif. Adapun kalimat “bukan
merupakan hubungan yang rasional” bukan menunjuk pada suatu hal yang
rasional seperti hukum gravitasi, hukum kausalitas dan hukum perubahan
energi.”

‘Urf dalam substansinya juga dikenal dengan istilah al-‘adah. Secara
etimologi al- ‘adah diambil dari kata al- ‘awd atau al-mu awadah yang artinya

berulang-ulang.**

1%Rahmat Syafe’i, lImu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, cet.Ill, 2007), 128.
“Abdul Wahab Khallaf, 1lmu Ushul al-Figh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 89.
2Muhammad Abu Zahroh, Ushul al-Figh, (Arab: Dar al-Fakr, 1987), 216.

3 Asmawi, Perbandingan Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

¥Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), 82.



Lantas bagaimana menurut tata cara ijarah yang dianjurkan oleh hukum
Islam, apakah sewa yang dilakukan masyarakat Desa Toket dapat dikatakan
sebagai akad yang disahkan oleh syariat. Jika pada saat akad dilakukan tidak
disebutkan besaran upah untuk pemilik tanah (mii jir). Jika disandarkan pada
‘urf yang berlaku di masyarakat, apakah transaksi sewa tersebut sudah
memenuhi kaidah ‘urf'yang dibenarkan oleh hukum Islam. Maka dalam hal ini
akan dijelaskan dalam bab selanjutnya terkait analisis ijarah dan ‘urfterhadap
kegiatan sewa menyewa tanah yang telah menjadi tradisi di masyarakat
dengan tata cara sebagaimana dijelaskan di atas.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis
mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Tradisi sewa tanah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten
Pamekasan

2. Imbalan (ujrah ) sewa dari hasil pertanian di Desa Toket Kecamatan
Proppo Kabupaten Pamekasan

3. Ketidak jelasan imbalan terhadap objek sewa bagi ma’jir di Desa
Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

4. Analisis ijaranh dan ‘urf terhadap tradisi sewa tanah dengan
pembayaran dari hasil pertanian di Desa Toket Proppo Pamekasan.

Supaya inti permasalahan di atas lebih fokus pada kegiatan sewa
menyewa tanah yang telah menjadi tradisi, maka titik fokus permasalahan

tersebut akan dibatasi dengan hal-hal berikut:



1. Tradisi sewa tanah dengan pembayaran dari hasil pertanian di Desa
Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

2. Analisis ijarah dan ‘urf terhadap tradisi sewa tanah dengan
pembayaran dari hasil pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo

Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka bisa dilakukan penelitian
dengan judul Analisis ljarah dan ‘Urf terhadap Tradisi Sewa Tanah dengan

Pembayaran dari Hasil Pertanian di Desa Toket Proppo Pamekasan.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi sewa tanah dengan pembayaran dari hasil pertanian di
Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana analisis ijarah dan ‘urf terhadap tradisi sewa tanah dengan
pembayaran dari hasil pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo

Kabupaten Pamekasan?

. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu adalah deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian
yang telah dilakukan pada seputar kasus yang disurvey sehingga penelitian ini
bukanlah suatu bentuk duplikasi terhadap suatu karya ilmiah yang pernah ada.
Dibawah ini beberapa hasil kajian terdahulu yang berhubungan dengan kasus
yang diangkat oleh penulis:
1. Skripsi yang diteliti oleh Rendi Aditia (2018) dengan judul Tijauan

Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sisten Pembayaran



Panen di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung.
Permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini bahwa akad sewa
menyewa dilakukan secara langsung selama beberapa musim, yakni 3
sampai 5 kali musim panen yang dibayar setiap musim dengan ketentuan
yang jelas, yakni 60% untuk musta’jir dan mu’jir mendapatkan 40%.

. Skripsi yang ditulis oleh Taufik Adikusuma Wardana (2017) dengan judul
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian berdasarkan
Hukum Adat di Desa Mudal Kabupaten Boyolali. Dalam skripsi ini
disimpulkan bahwa praktik sewa tanah dilakukan dengan perjanjian secara
lisan atau tidak tertulis sehingga pembayarannya tidak tepat waktu sesuai
perjanjian dan adanya perpanjangan waktu sewa sebelum masa sewa
pertama berakhir oleh penyewa dengan menambahkan harga sewa yang
biasanya memberatkan pihak penyewa.

. Skripsi yang ditulis oleh Riyadi Sholikhah (2015) dengan judul Analisis
Hukum Islam terhadapa Sewa Tanah Pertanian dengan Pembayaran
Uang dan Barang di Desa Klotok Kecamatan Klumpan Kabupaten Tuban.
Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa adanya praktik sewa tanah
yang dibayar dengan cara dicicil menggunakan gabah basah yang ketika
melampaui waktu sewanya akan dilunasi dengan pembayaran uang tunai.

. Skripsi karya Husnul Zamzami (2018) dengan Judul Tinjauan Hukum
Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik
di Desa Dukuhbendul Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Dalam

skripsi ini meneliti tentang praktik sewa tanah yang kemudian usia atau
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waktu sewanya ditentukan dengan rusaknya plastik yang mengakibatkan
adanya unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan
merugikan kedua belah pihak.

5. Jurnal karya Harun Santoso dan Anik (2015) dengan judul Analisis
Pembiayaan ljarah pada Perbankan Syariah. Dalam jurnal ini
menjelaskan bahwasannya akad sewa yang terjadi di perbankan syariah
bisa berakhir dengan hak kepemilikan, yang dikenal dengan ijarah
Muntahiya bit Tamlik (IMBT). Akad ini pada dasarnya merupakan
perpaduan dari ijarah murni dengan akad jual beli. IMBT pada dasarnya
lebih bbernuansa akad jual beli, kecuali jika salah satu pihak tidak
berkomitmen untuk membeli barang sewa di awal akad, akan tetapi setelah
hampir selesai masa sewanya ingin membeli barang tersebut.*

6. Jurnal karya Damanhur dan Sri Rahayu (2017) dengan judul Analisis
Aplikasi Akad ljarah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya lkan
Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Dalam jurnal
ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ijarah ini dapat menjadi solusi
dalam meningkatkan produksi ikan bandeng serta meningkatkan
pendapatan para petani budidaya ikan. Praktik ijarah yang terjadi dalam
penelitian ini merupakan ijarah jasa, yakni jasa para petani dalam

membudidayakan ikan bandeng.*

Harun Santoso dan Anik, Analisis Pembiayaan ljarah pada Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi
Syariah, 2015, I.

*Damanhur dan Sri Rahayu, “Analisis Aplikasi Akad ljarah terhadap Pendapatan Petani Tambak
Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, Jurnal" Ekonomi
Syariah, 2017, I.
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E. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana tradisi sewa tanah dengan pembayaran dari
hasil pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo  Kabupaten
Pamekasan.

2. Mengetahui bagaimana analisis Ijarah dan ‘urf terhadap tradisi sewa
tanah dengan pembayaran dari hasil pertanian di Desa Toket
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan pemikiran
bagi pengembangan ilmu syariah khususnya dibidang Hukum Ekonomi
Syariah. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai tambahan wawasan
dalam praktik sewa tanah, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi pembaca.
2. Secara praktis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan
praktik sewa tanah yang dibayar dari hasil pertanian seperti di Desa Toket

Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Selain itu, penelitian ini dapat

memberi kontribusi positif bagi para pembaca untuk lebih mengetahui

praktik sewa tanah.
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G. Definisi Operasional

Dalam hal mengantisipasi terjadinya kesalah pemahaman dan multi

interprestasi terhadap judul ini, maka penulis menjabarkan maksud dan tujuan

dari judul yang diangkat dalam poin ini. Penulis juga akan menjabarkan

istilah-istilah dan makna yang terkandung dalam penelitian ini, dengan kata

kunci sebagai berikut:

ljarah (Sewa)

(Ul/:](‘

:Upah atas suatu manfaat dari objek sewa dengan adanya
imbalan atas suatu kegiatan tersebut, atau upah karena
melakukan sesuatu aktivitas. *” Dalam tradisi sewa yang
terjadi di Desa toket Kecamatan Proppo Kabupaten
Pamekasan harus memenuhi rukun dan syarat ijarah salah
satunya dengan memberikan upah pada ma’jir dengan
jumlah atau takaran yang ditentukan dan disepakati para
pihak.

. segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi tradisi
manusia, syarat suatu tradisi dikatakan sebagai ‘urf yakni
ditetapkan (istigrar) dan kontinuitas (istimrar). ‘Urf bisa
berupa perkataan maupun perbuatan dengan syarat tidak
bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunah.'® Tradisi sewa
di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dari ‘urf

yang telah ditentukan oleh syariat. Akad sewa yang terjadi

YHelmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.
¥sudirman, Figh Kontemporer: Contemporary Studies of Figh, (Yogyakarta: CV. Budi Utama,

2018), 275.
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telah berlangsung sejak tahun 1990 dan dilakukan oleh para
pihak yang memiliki hubungan darah (kerabat) atau

hubungan pertemanan.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses atau kegiatan mencari data dalam
rangka menjawab masalah penelitian. *° Penelitian ini dilakukan dengan
metode penelitian lapangan (field research) yakni cara pengumpulan data
dengan meninjau langsung dan mengamati tempat yang akan diteliti.
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni
penelitian dengan menggunakan latar alamiah dengan mendeskripsikan suatu
objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam bentuk
tulisan secara naratif. Analisis datanya dilakukan secara induktif yakni dengan
mencari fakta yang teejadi di lapangan daan kemudian ditelaah yang nantinya
akan menghasilkan kesimpulan yang berarti.?

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan efisien dan efektif
menggunakan data yang ada , maka dianggap perlu untuk menjelaskan metode

penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BRianto Adi, Aspek Hukum dalam Penelitian, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015),

4

Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV. Jejak,
2014), 11-12.
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1. Data yang dikumpulkan
Data merupakan kumpulan informasi yang benar dan sesuai fakta, baik
diperoleh dari sumber primer maupun skunder.  Menurut Sutanta
sebagaimana dikutip dalam buku Metodelogi Penelitian Kualitatif karya
Albi Anggito dan Johan Setiawan menyatakan bahwa data adalah sebagai
bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan

baik berupa jumlah, tindakan, ataupun hal.?

Data yang peneliti kumpulkan

diantaranya:

a. Data kualitatif, merupakan penelitian menggunakan jenis data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
pelaku yang diamati. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan
bukan berupa angka, bilangan, skor ataupun nilai. Akan tetapi
dibangun dari pengetahuan melalui interpretasi terhadap multi
perspektif dari partisipan yang terlibat di dalam penelitian.?®* Dalam
kasus ini yakni terkait pembayaran sewa tanah dengan hasil pertanian
yang tidak ditentukan serta mengenai tenggang waktu sewa yang
hanya diputuskan sepihak pada praktiknya di Desa Toket Kecamatan
Proppo Kabupaten Pamekasan.

b. Data mengenai teori terkait tradisi sewa tanah yang dibayar dengan

hasil pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten

Pamekasan berdasarkan hasil analisa menggunakan ‘urf.

?1Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Press, 2000), 211.
2Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodelogi Penelitian Kualitatif...12.

ZMuh Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan
Studi Kasus, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 44.



2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan, meliputi:

a. Sumber primer

15

Merupakan sumber untuk mendapatkan data primer, yakni dengan

wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan tradisi sewa di

Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan meliputi 2

orang penyewa (musta jir) dan 2 orang yang menyewakan (m jir).

b. Sumber sekunder

Sumber yang diambil dari dokumen dan literatur buku yang

berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:

9.

Abdul Wahab Khallaf, [Imu Ushul al-Figh

Muhammad Abu Zahroh, Ushul al-Figh

Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid.5

Abbas Arfan, 99 Kaidah Figh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan
Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah.

Asmawi, Perbandingan Ushul Figh.

Helmi Karim, Figh Muamalah.

R. Subekti dan R, Tjiptrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Rahman Ghazali,dkk.Figh Muamalat.

10. Sudirman, Figh Kontemporer: Contemporary Studies of Figh.

11. Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam.
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3. Tekhnik pengumpulan data

a.

Observasi

Observasi  dilaksanakan dengan cara mengamati subyek
penelitian atas permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini penulis akan
melakukan pengamatan secara langsung Yyang bertujuan untuk
memperoleh data mengenai tradisi sewa tanah dengan pembayaran dari
hasil pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo kabupaten
Pamekasan.
Wawancara

Wawancara (Interview) adalah suatu kegiatan untuk memperoleh
data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dilakukan secara
lisan. Ciri utama wawancara yakni terjadinya pembicaraan secara
langsung dengan bertatap muka antara interviewer dengan informan.
Sedangkan patokan wawancara yang digunakan oleh penulis
merupakan jenis wawancara yang terstruktur, yakni wawancara yang
dilakukan mengenai pertanyaan dalam skala garis-garis besar yang
akan diajukan.?* Wawancara ini dilakukan penulis pada para pihak
yang melakukan akad sewa, meliputi dua orang penyewa dan dua
orang Yyang menyewakan. Wawancara ini dilakukan dengan
menggunakan tekhnik sampling yang tentunya tidak dilakukan pada

semua populasi atau warga masyarakat. Para pihak yang diwawancarai

*Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,

1992), 231.



17

mewakili orang yang sering melakukan sewa tiap tahunnya, serta pada
pihak yang memiliki hubungan keluarga antara para pihak.
4. Tekhnik analisis data

Setelah melewati tahap pengolahan data langkah berikutnya yakni
analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif
yakni analisis dengan menggambarkan suatu keadaan atau kejadian yang
termuat dalam data mengenai sewa tanah dengan pembayaran dari hasil
pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan pola pikir
deduktif, yakni menganalisis data dari umum ke khusus tentang tradisi
sewa tanah dengan pembayaran dari hasil pertanian di Desa Toket
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Sehingga hasilnya dapat
digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada rumusan

masalah.

I. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini ditulis agar penelitian ini lebih mudah
dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, sehingga mencegah
terjadinya interpretasi terhadap judul yang diteliti maka dalam penelitian ini
terbagi dari lima bab, dengan runtutan sebagai berikut:
Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
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tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi
operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori ijarah yang meliputi: Pengertian
ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, berakhirnya ijarah serta
akibat hukum dari ijarah. Selain itu, juga membahas mengenai ‘urf yang
meliputi: pengertian ‘urf, berlakunya ‘urf, dan konsep hukum sewa
berdasarkan ‘urf'serta akibat hukum dari ‘urf.

Bab ketiga akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian,
meliputi kondisi lingkungan umum Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten
Pamekasan dan tradisi sewa tanah yang dilakukan masyarakat Desa Toket.

Bab keempat penulis membahas analisis ijarah dan ‘urfterhadap tradisi
sewa tanah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi terkait
kesimpulan, analisis permasalahan serta saran yang dapat membangun dari
adanya tradisi sewa tanah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten

Pamekasan ini.



BAB I1

IJARAH DAN ‘URF

A. Akad Ijarah dalan Hukum Islam
1. Definisi akad ijarah dalam Islam

Kata ijarah berasal dari bahasa Arab al-ajru yang bermakna al-iwadh
(ganti). Sebab itu,Ath —Thawab(pahala) dinamai al-ajru (upah). Menurut
syariat ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan
jalan penggantian.*

Secara terminologi ada beberapa definisi ijarah, menurut mazhab
Hanafi ijarah merupakan akad yang dilakukan atas suatu manfaat dengan
memberi imbalan atas kemanfaatan yang diperoleh. Mazhab Syafi’i
berpendapat bahwa ijarah merupakan akad terhadap suatu manfaat
tertentu yang diperbolehkan serta berkewajiban memberikan imbalan.
Sedangkan menurut mazhab Maliki menyatakan bahwa ijarah adalah
perpindahan kepemilikan terhadap suatu manfaat yang ditentukan
waktunya dengan suatu kompensasi tertentu.’

Berdasarkan pengertian di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa

ijarah merupakan akad yang diperbolehkan terhadap pengambilan manfaat

'Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: PT. Citra Aditya
Bakti, 2009), 231.

*Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid.5, Terj.Abdul Hayyi Al-Kattani, (Jakarta: Gema
Insani, 2011), 385.
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terhadap suatu barang atau jasa yang darinya munculah upah dengan
jangka waktu yang ditentukan.®
Pada akad sewa-menyewa ini mijir merupakan pihak yang
menyewakan sesuatu dan musta’jir sebutan bagi pihak yang menyewa
(penyewa), Adapun objek yang disewakan disebut al-ma ‘giid ‘alayhi.*
2. Dalil hukum ijarah
a. Al-Qur’an

1) Firman Allah surah Al-bagarah ayat 233
AT B ala ) g e g M6 A5Vl lenmizns OF 2551 Ol

N g & @z To @ 20 £ . °
T Oslasd G alll O 1oalelg alll 152ty T 2 g5aally

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
maha melihat apa yang kamu kerjakan.’

Inti tafsir ayat di atas menunjukkan diperbolehkanya
seseorang untuk menyewa jasa orang lain dalam hal menyusui
anaknya, akan tetapi dengan syarat memmberikan upah yang layak.
Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu jasa yang

dilakukan serta pemberian upah yang patut atas jasa tersebut.

*Harun, Figh Muamalah...,122.
*Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 34.
>Mushaf Al-Jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahan...,37.



2) Firman Allah surah Al-gas}as} ayat 26, sebagai berikut:

zo 4, o 2. ¢ & e AN S
SV Eeodll s i a s O) 0 sl sl g eaas) &6

Salah seorang dari dua wanita itu berkata: “Wahai bapakku

ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
99 6

bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

3) Firman Allah surah At-talaq ayat 6;

}/e/ }z%/%;&}/}é“‘a-fo}/,n/.ozef
P 25 Ty O GRS RS AT Al O

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah
mereka.’

Al-hadis

1) Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi:

Blatol JUB 23 25 V) & cag 6 06 o e D o 20 e
Ba 8 Ty o sl 2 0 J e

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al
Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari
kakeknya dari Abu Hurairah ra dari Nabi bersabda: "Tidaklah
Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalakan
kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka
Beliau menjawab: "Ya, aku pun mengembalakannya dengan upah
beberapa girat (keping dinar) milik penduduk
Mekkah”.(HR.Bukhori)®

®Ibid.,388.
"Ibid.,559.

®Bukhori, Shahih al-Bukhori, (Beirut al-Yamamah: Dar Ibn Katsir, 1987), Hadist no. 2102.



2) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang

berbunyi:

ol bt 3 den 13 LRg Wi 232200 g 23 2 Bk

C

55 36 06 528 o3 e 2 o 02 10T 3 2 A9 e s

e Sat S et selingdaet ddag ol b o

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad
Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id
bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami
‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin
Umar ia berkata, "Rasulullah bersabda: "Berikanlah upah kepada
pekerja sebelum kering keringatnya."(HR. lbn Majah)®

3) Hadis riwayat Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas menyebutkan:

A 3 gl 2 b 1 Bhs o8 Bl el 1 ot Bl

and L leg el Jo a0 csa e wik i

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah
menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada
kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu
‘anhuma berkata; Nabi berbekam dan memberi upah tukang
bekamnya.™

®Ilbn Majah, Sunan lbn Majah, (Cairo: ‘Isa al-Bab al-Halab wa Syurakah, 1952), Hadist no.2434.
©Bukhori, Shahih al-Bukhori...,Hadist no.2117



3. Rukun dan syarat akad ijarah
liarah menjadi salah satu bagian dari muamalah yang biasa
dilakukan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini rukun merupakan
esensi dari akad tersebut, artinya jika terdapat satu rukun yang tidak
dipenuhi akan menjadikan tidak sah (batal)nya akad.
a) ‘Aqgidayni (para pihak yang melakukan perjanjian)

‘Agidayni adalah pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam
perjanjian, yakni pemilik barang sewaan atau pihak yang menyewakan
disebut “ma’jir” dan untuk penyewa dikenal dengan ‘“musta’jir”
yakni pihak yang memiliki hak mengambil manfaat dari objek sewa.

Adapun syarat para pihak yang berakad yakni harus orang yang
cakap hukum dan baligh®. Dengan kata lain, semua pihak harus
berakal dan bisa membedakan apa-apa yang baik serta buruk. Jika
salah satu pihak yang melakukan perjanjian kurang akal (gila) atau
seorang anak kecil yang belum bisa membedakan hal baik dan buruk,
maka akadnya tersebut tidak sah.*

b) Sighat (ijab dan gabul)

Sighat sebagai suatu ungkapan yang mencerminkan kesepakatan
para pihak yang berakad. Baik sighat ini dilakukan dengan ijab gabul
atau hanya dengan ijab yang menunjukkan gabul (secara otomatis) dari

pihak lain."*Adapun syarat-syarat sighat sebagai berikut:

“Abdul Rahman Ghazali, dkk. Figh Muamalat, (Jakarta: KENCANA, 2010), 279.

“Abd. Rahman Dahlan,Ushul Figh...,212.

30ni Sahroni, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi
Syariah...,27-28.



1. Maksud sighat harus jelas dan bisa dipahami
2. Harus ada kesesuaian antara ijab dan gabul
3. ljab dan gabul dilakukan berturut-turut.

¢) Ujrah (upah)

Upah merupakan imbalan dari pihak pemberi sewa kepada
penyewa, sesuai dengan kepatutannya. Ujrah disyaratkan bahwa
jumlahnya diketahui oleh para pihak, baik dalam akad sewa maupun
dalam pengupahan.'* Dalam refrensi lain syarat dari upah, antara lain:
1. Upah berupa harta yang memiliki nilai serta diketahui
2. Upah tidak berbentuk manfaat."

d) Ma qid ‘alayh (manfaat yang ditransaksikan)

Adapun syarat dari ma’qid ‘alayh yakni Manfaat dapat
diketahui.'® seperti penyewaan rumah, tanah, dan lainnya. Ma qiid
‘alayh harus berupa manfaat yang diperbolehkan oleh shara‘ dan
bukan manfaat yang haram®'.

4. Macam-macam ijarah
Ulama figh melihat dari segi objek ijarah terbagi atas 2 macam, yaitu:

a) ljarah bil ‘amal
Ijarah bil ‘amal adalah sewa-menyewa atas sesuatu yang bersifat

jasa atau pekerjaan. ljarah jenis ini yakni dengan cara mempekerjakan

“Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 118.

“Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid.5, Terj.Abdul Hayyi Al-Kattani...,400-404.
®Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 197.
YIbid.,197.



seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fikih,
ijarah seperti ini boleh hukumnya dengan syarat pekerjaannya jelas.
Ljarah seperti ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. [jarah yang sifatnya pribadi, seperti memberi gaji pada seorang
pekerja kebun
2. ljarah sifatnya serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang
yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti
tukang jahit.
b. Ijarah bil Manfaat
ljarah bil Manfaat, yaitu sewa-menyewa yang suatu manfaat.
ljarah yang bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko dan
lainnya. *® Apabila jenis manfaat yang disewakan dibolehkan oleh
syariah untuk dipergunakan, maka atas dasar tersebut para ulama figh
bersepakat menghukumi boleh dijadikan objek sewa-menyewa."™
Dalam pembahasan lain, mengenai sewa-menyewa tanah
termasuk bagian dari ijarah. Dalam perjanjian sewa tanah haruslah
disebutkan dengan jelas tujuan sewa tersebut. Apabila sewa tadi
bertujuan untuk pertanian maka harus menyebutkan jenis tanaman
yang akan ditanaminya, sebab apa yang akan ditanam juga akan

berpengaruh pada waktu dan uang sewa. Jika hal tersebut tidak

®Muhammad Yazid, Ekonomilslam...,198.
¥Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid.5, Terj.Abdul Hayyi Al-Kattani...,759-761.



dipenuhi maka akad tersebut menjadi rusak menurut pandangan Sayyid
Sabiq.”
5. Pembatalan dan berakhirnya ijarah
Pada umumnya akad akan berakhir karena dua hal, yakni adanya
kesepakatan oleh para pihak untuk membatalkan (fasakh), dan
membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat (infasakh).
Adapun penyebab dari fasakh, yakni sebagai berikit:
a) Karena tidak luzum
b) Karena khiyar
c) Adanya igalah
d) Cacatridla
Sedangkan penyebab akad itu infasakh yakni karena adanya hal-hal
berikut:
a) Berakhirnya masa akad
b) Istihalah tanfidhl
c) Wakaf

d) Akad yang fasid.”*

Dalam ijarah, akad tersebut bisa menjadi batal (fasakh) jika terdapat

hal-hal berikut:

a) Cacatnya barang sewa saat berada ditangan penyewa.

“Muhammad Yazid, Ekonomi Islam..., 199.
*'0ni Sahroni, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi
Syariah...,185.



b) Rusaknya barang sewa, seperti rumah yang menjadi retak dan
sebagainya.

c) Terpenuhinya kemanfaatan dari barang sewa, berakhirnya masa sewa
dan selesainya pekerjaan.

d) Pendapat Hanafiyah ijarah bisa dibatalkan dari salah satu pihak,
Seperti seseorang yang menyewa toko untuk dagang, kemudian
dagangannya ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan untuk
membatalkan akad sewa tersebut.*

Menurut al-Kasani bahwa ijarah bisa berakhir apabila terjadi hal-hal

berikut:

a) Objek ijarah hilang atau musnah, seperti terbakar ataupun hilang

b) Masa atas waktu yang disepakati sudah berakhir, jika merupakan
ijarah pekerjaan maka setelah diberikannya upah, dan apabila
termasuk ijarah manfaat maka setelah barang sewa tersebut
dikembalikan pada pemiliknya

c) Meninggalnya salah seorang yang melakukan perjanjian.

d) Apabila terdapat udzur dari salah satu pihak, seperti penyitaan rumah
yang disewakan oleh negara , maka secara otomatis akad ijarah nya
menjadi batal.*®

6. Akibat hukum akad ijarah

Akibat hukum dalam suatu akad dibedakan menjadi dua bagian, a.

akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum

*’Hendi Suhendi, Figh Muamalah...,122.
ZAbdul Rahman Ghazaly, dkk. Figh Muamalat..., 283.



akad (hukm al ‘agdu), dan b. akibat hukum yang timbul dari adanya hak-
hak akad. Hukum akad yang dimaksud disini yakni terwujudnya tujuan
akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak
melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan
timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam
rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak
meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.?*

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan
akad, merupakan salah satu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu
akad, akan tetapi terpenuhinya rukun dan syarat dari akad itu sendiri
menjadi hal yang lebih penting dari hukum akad yang dilakukan. Sebab
implikasi dari terpenuhi rukun dan syarat menjadi bukti bahwa para pihak
telah rela dan sepakat atas akad tersebut.

Adapun dari akad tersebut berimplikasi langsung pada timbulnya
akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak baik atas
namanya sendiri atau diwakilkan pada orang lain meliputi:

a) Para pihak yang melakukan transaksi atas namanya sendiri dan
merupakan orang yang cakap hukum, maka akibat hukum dari

perjanjiannya mengikat keduanya dan dalam batas waktu tertentu juga

mengikat pada hal-hal berikut:

2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Figh Muamalah,
(Jakarta: Rajawali Press, 2007), 292.



1. Pemindahan hak baik dengan cara jual beli, wasiat ataupun
warisan.

2. Berkurangnya harta debitur atas kreditur sebab hutang atau
jaminan yang digunakan dalam melakukan perjanjian tersebut.

3. Adanya pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian tersebut,
meskipun pada azasnya suatu perjanjian menimbulkan akibat
hukum bagi yang mengikatkan dirinya, akan tetapi ada yang
menyatakan bahwa akibat hukum juga akan mengikat pihak ketiga

jika juga ikut serta dalam perjanjian tersebut.

b) Akibat hukum akad jika diwakilkan maka kembali pada orang yang

diwakilkan tersebut, jika dalam perjanjiannya atas nama dan untuk asli
orang yang diwakili. Maka dalam hal ini wakil hanya sebagai
penghubung dan tidak bertanggungjawab pada akad yang terjadi.
Adapun jika wakil tersebut membuat perjanjian atas nama dirinya
untuk asli (orang yang diwakili), maka akibat hukum yang timbul
kembali kepada dirinya.

Para pihak yang berakad dengan dirinya sendiri. Maksud hal ini yakni
perwakilan akad yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur,
sehingga dapat diwakilkan oleh ayahnya atau kakeknya. Sebab hukum

Islam melarang seseorang berakad dengan dirinya sendiri yakni



menjadi  kreditur sekaligus menjadi debitur pada waktu yang

bersamaan.®

7. Pernyataan akad sebagai penyebab timbulnya akibat hukum

Pada hakikatnya ruang lingkup suatu akad dapat dilihat pada

pernyataan yang diucapkan dalam akad dan telah dipahami serta disepakati

kedua belah pihak. Sehingga tuntutan bagi para pelaku akad untuk satu

pemahaman dalam teks maupun esensi akad yang dilakukan. Sebab dari

akad juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

a)

b)

Ruang lingkup akad

Untuk mengetahui sejauh mana cakupan suatu akad maka para
pihak yang melakukan perjanjian haruslah paham maksud dan tujuan
dari akad yang diucapkan. Dalam hal ini semestinya para pihak
menggunakan bahasa, cara, serta waktu yang jelas dan tegas sehingga
dapat dipahami kedua belah pihak atas akad yang digunakan.

Pernyataan para pihak yang tidak jelas maka ditafsirkan dengan
penafsiran yang memungkinkan perjanjian dilakukan dengan
memegangi makna hakikatnya. Jika tidak memungkinkan untuk
melakukan itu, maka yang dipegang makna majazi untuk tetap
melaksanakan perjanjian yang ada. Jika kemudian tidak dapat
dipahami dalam makna majazi maka akad tersebut dapat diabaikan.?

Cakupan Perjanjian (Akad)

% Muhammad Hasim Kamali, Prinsip dan Teori Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

1996), 162.

%6 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Figh
Muamalah...307.



Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa akibat hukum yang timbul
dari ini meliputi akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan.
Dalam memahami isi cakupan perjanjian ada beberapa hal yang dapat
dipedomani, meliputi: 1) Ketentuan hukum syara’ pada akad. 2) Adat
kebiasaan (al- ‘urf) melengkapi akad. 3) Sifat perjanjian yang
terkandung dalam perjanjian tersebut yang terikat dalam perjanjian
tersebut.

Kewajiban untuk memenuhi akad bagi para pihak

Setelah rukun dan syarat dari akad telah terpenuhi dan dapat
dipahami ruang lingkup isi perjanjiannya oleh para pihak, timbulah
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajibannya. Baik untuk
akad yang menimbulkan hak milik, akad yang menimbulkan jaminan,
atau akad yang menimbulkan kewajiban untuk memelihara.

Namun terkadang kewajiban terus berbenturan dengan terjadinya
klausul akad baku, yang sangat memberatkan salah satu pihak. Jika
terjadi hal demikian maka klausul akad baku tersebut telah
menghilangkan syarat terciptanya akad yang shahih. Dengan
menghalangi terciptanya keridaan kedua belah pihak atau sengaja
untuk menghilangkannya, maka perjanjian tersebut batil dan hakim
mempunyai kewenangan untuk merubah klausu perjanjian tersebut.

Adapun suatu keadaan dianggap memberatkat jika memenuhi

beberapa kriteria berikut:



1) Bila peristiwa terjadi setelah tertutupnya akad, bersifat
umum dan menyangkut banyak orang.

2) Kejadian luar biasa yang tidak dapat diperhitungkan dan
diperkirakan sebelumnya.

3) Kejadian tersebut pelaksanaan isi akad sangat memberatkan
dan menimbulkan kerugian yang luar biasa.?’

B. Teori ‘Urf
1. Definisi ‘urf sebagai dalil hukum Islam

‘Urf dari secara etimologi berasal dari tiga huruf ‘ain, ra’, dan fa’
dan ketiganya membentuk sebuah kata yang berarti kenal. Berawal dari
sinilah muncul kata ma rifah (yang dikenal), ta rif (definisi), kata ma ‘ruf
(yang dikenal sebagai kebaikan), dan ‘urf itu sendiri dikenal sebagai
kebiasaan yang baik?.

Adapun secara terminologi ‘urf memiliki makna sesuatu yang sudah
biasa dilakukan manusia baik berupa perbuatan maupun ucapan yang telah
terbiasa mereka kenal dengan pengertian tertentu dan saat mereka
mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian yang
selain mereka kenal®.

Dalam buku yang berjudul “Ushul Fikih Muamalah : Kaidah-Kaidah
ljtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam” ‘urf merupakan sesuatu yang
dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat di suatu daerah tertentu

serta terus menerus dilakukan oleh mereka baik dilakukan sepanjang masa

27 As-Suyuti, Al-Asybah wa An-Nadzair, (Beirut: Dar Al Kutub al-1imiyyah, 1403), 7.
2 Ahmad Sya‘bi, Kamus An-Nur, (Surabaya: Halim Surabaya, 1997), 157.
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.



atau pada masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik
maupun yang buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan®.

Pendapat Abdul Wahab Khallaf ‘urf ialah hal yang telah dibiasakan
oleh masyarakat, dijalankan secara terus menerus baik berupa perkataan
maupun perbuatan. ‘Urf bisa disebut juga dengan adat kebiasaan. Adat
terbentuk berdasarkan tradisi manusia dalam cakupan yang umum maupun
tertentu saja. Berbeda dengan ijma’ yang bersumber dari kesepakatan para
mujtahid saja dan tidak meliputi manusia secara umum.*

Sedangkan Hasbi asy-Siddigi mendefinisikan ‘urf sebagai suatu
kebiasaan yang baik menurut akal dan dapat diterima oleh tabiat manusia
yang mengandung kemaslahatan. ‘Urf muncul dari suatu pemikiran dan
pengalaman yang dalam dari suatu masyarakat.*

Dari semua definisi di atas pada dasarnya mengandung arti yang
sama, bahwa ‘urf merupakan suatu hal yang telah dilakukan secara
kontinuitas oleh suatu masyarakat dalam kelompok tertentu, baik berupa
perkataan maupun perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum
Islam.

2. Kedudukan ‘urf sebagai dalil hukum Islam

Dalam Ushul Figh, ‘urf menjadi bagian dari sumber hukum Islam

pelengkap dari al-qur’an, sunah, ijma’ dan giyas. Karena ‘urf tidak bisa

berdiri sendiri dalam membentuk suatu hukum, karena alquran dan sunah

%00ni Sahroni, Ushul Fikih Muamalah : Kaidah-Kaidah ljtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam,
(Depok: Rajawali Press, 2007), 163.

*!Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 89.

%Nouruzzaman Siddig, Figh Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122.



yang dapat menetukan legalitas ‘urf sebagai sumber hukum yang bisa
menetapkan (itsbat) hukum. Urgensi ‘urf sebagai dasar hukum Islam yakni
disebutkan dalam alquran dan sunah sebagaimana berikut:

a) Firman Allah dalam Alquran surah Arra‘d ayat 37:

Dan demikianlah, kami menurunkan Al-Qur’an itu sebagai peraturan
(yang benar) dalam bahasa Arab.*

Maka jika para ulama ingin memahami syariat dan ketentuan hukum
Allah yang terkandung dalam al-qur’an dan sunah, maka harus
memahami kebiasaan dan tradisi bangsa Arab saat diturunkannya al-
qur’an dan sunah.* Kebiasaan yang dimaksud disini adalah kebiasaan
baik yang diakui oleh syariat sebagaimana As-Syatibi menegaskan
“agar bisa memahami syariat, perlu mengikuti (memahami,pen)
kebiasaan manusia Arab”.*

Selain surah Ar-ra‘d dalil al-qur’an tentang legalitas ‘urf

disebutkan dalam surah Al-a‘raf ayat 199:

Cebal&) 2 (2205 Al AT el s

**Mushaf “Al-Jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004)”,
254.
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Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah manusia mengerjakan yang
makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*

Walaupun lafadz ‘urf yang ada dalam lafad tersebut memiliki
makna ‘urf secara bahasa, yakni kebiasaan yang dianggap baik, tetapi
ayat diatas bisa dijadikan dalil legalitas ‘urf karena kebiasaan
masyarakat itu berarti kebiasaan yang diterima dan dianggap baik oleh

mereka.*’

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk
melakukan perbuatan yang baik (makruf). Adapun makruf merupakan
sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin dan dilakukan secara
berulang-ulang serta sejalan dengan perilaku manusia yang benar dan

prinsip-prinsip ajaran hukum Islam.*®

b) Adapun dalam hadis legalitas ‘urf disebutkan sebagai berikut:

Ucapan sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas’ud berkata:

e g4h e 5,a0e2)l oy s s A B 538 es Optleddl f S
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Sesuatu yang dinilai baik olenh kaum muslimin adalah baik di sisi
Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah
(HR. Ahmad lbn Hambali)*

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud secara redaksi maupun
maknanya, menunjukkan bahwa kebiasaan yang baik dan berlaku di
dalam masyarakat muslim serta sejalan dengan syariat maka juga baik
disisi Allah. Begitupula sebaliknya, kebiasaan yang bertentangan
dengan hukum Islam, maka hal itu akan melahirkan kesulitan dan

kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.*

Menurut sebagian ulama mengenai legalitas ‘urf
Ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanafi merumuskan kaidah

hukum yang berkaitan dengan al- ‘urf, antara lain:

e
Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.*
s U S0 Sl

Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil
hukum Islam (Al-Quran dan As-Sunah)*
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¥Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, (Jakarta: Pusaka Azzam,
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Semua ketentuan syarak yang bersifat mutlak, dan tidak ada
pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi
kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf.*

Implementasi kaidah ‘urf di atas tidak membatasi pada satu
pengertian. Oleh karenanya, batasan pengertiannya diserahkan pada
ketentuan ‘urf yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Seperti
lamanya tenggang waktu maksimum suatu tanah yang ditelantarkan
oleh pemiliknya, sehingga diperbolehkannya orang kedua untuk
menggarap tanah tersebut sesuai dengan ‘urf yang berlaku di dalam

masyarakat tersebut.

3. Pembagian ‘urf
Apabila dilihat dari jenis pekerjaannya, urf dibagi menjadi ‘urf
gawli dan ‘wrf fi ‘li dan apabila ditinjau dari segi kuantitasnya, ‘urf terbagi
dua macam, yaitu ‘urf al-amm dan ‘urf al- khassah. Sedangkan jika dilihat
dari aspek keabsahannya dibagi menjadi dua, yakni ‘urf sahihdan ‘urf
fasid.*
a) ‘Urfditinjau dari jenis pekerjaanya, meliputi:
1. ‘Urfqawli

‘Urf gawli merupakan kebiasaan sejenis kata, ungkapan atau
istilah tertentu yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat
yang memiliki makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna

lain diluar pemahaman mereka. Mazhab Hanafi dan Syafi’i

“Abdul Hamid Hakim, As-Sullam Juz II, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), 61.
*Ibid.,210.



menyebut ‘urf gawli dengan nama ‘urf mukhassah. Contohnya,
kebiasaan manusia dalam menyebut al-Walad yang secara mutlak
bermakna anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan.
‘Urffi'li

‘Urf fi‘li atau dikenal juga dengan sebutan ‘urf ‘amali
merupakan sejenis kegiatan atau aktivitas tertentu yang biasa
dilakukan secara kontinuitas, sehingga dinilai sebagai norma
sosial®. Seperti tradisi umat manusia melakukan jual beli dengan
tukar menukar secara langsung tanpa mengucapkan akad.
Kebiasaan ini dianggap sebagai hal yang biasa dan dilakukan

hampir seluruh masyarakat.

b) ‘Urfditinjau dari segi kuantitasnya

1.

2.

‘Urf al- ‘amm

‘Urf al- ‘amm ini merupakan kebiasaan yang telah umum dan
dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dalam suatu wilayah dan
tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi atau letak
geografis. ‘Urf ini bisa berbentuk ucapan maupun perbuatan.*
Seperti membayar fee kendaraan umum dengan harga yang sama
tanpa dibedakan antara jarak yang dilaluinya, selain itu juga seperti
membayar uang kamar mandi umum dengan harga tertentu tanpa
mengetahui fasilitas dan penggunaan airnya.

‘Urf Al- khassah

*Abdul Hag, dkk. Formulasi Nalar Figh, Jilid.1, (Surabaya: Khalista, 2006), 289.

*1bid.,291.



‘Urf Al- khassah merupakan kebiasaan yang dilakukan secara
khusus oleh masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tertentu. ‘Urf
ini tidak mengharuskan semua orang melakukan adat kebiasaan ini.
Seperti kebiasaan orang Jambi yang menyebut “satu tumbuk tanah”

dimaksudkan bahwa luas tanah meliputi 10 x10 M2

c) ‘Urf ditinjau dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua bagian,

yakni sebagai berikut:

1.

‘Urf sahih (kebiasaan yang absah)

Urf sahih merupakan satu kebiasaan yang dilakukan oleh
masyarakat serta sejalan dengan syariat, dengan kata lain kebiasaan
tersebut tidak merubah suatu hukum dari haram menjadi halal,
begitupula sebaliknya. ‘Urf ini harus dijaga oleh para mujtahid
dalam menggali hukum dan oleh seorang hakim dalam
memutuskan perkara. Sebab sesuatu yang telah biasa dilakukan
orang banyak telah menjadi kebutuhan untuk memperoleh
maslahah selama hal demikian tidak bertentangan dengan syariat
Islam.*®

Seperti kebiasaan memberikan hadiah atau hantaran bagi
pihak wanita ketika hendak dipinang, dan tidak mengembalikannya
kepada pihak laki-laki jika peminangan tersebut dibatalkan dari
pihak laki-laki. Apabila peminangan dibatalkan oleh pihak wanita,

maka hantaran tersebut dikembalikan kepada pihak laki-laki

*Abd. Rahman Dahlan,Ushul Figh...,210.
A Faishal Hag, Ushul Figh: Kaidah-Kidah Penetapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media,

2007), 147.



sebanyak dua kali lipat hantaran tersebut. Dalam bidang ekonomi,

seperti jual beli dengan cara pesanan (inden), pihak pemesan

memberikan uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.
2. ‘Urfal-fasid (‘urf yang rusak/salah)

‘Urf al-fasid merupakan adat kebiasaan yang tidak sejalan
dengan ketentuan dalil-dalil hukum Islam.* ‘Urf ini merupakan
lawan dari ‘urf sahih, yakni kebiasaan masyarakat yang salah
dengan menghalalkan hukum yang haram ataupun mengharamkan
sesuatu yang halal. Seperti pada suatu acara pertemuan di pesta
ketika antara laki-laki dengan wanita berciuman dan bukan
mahramnya saat menyapa. *° Demikian juga dengan kebiasaan
masyarakat Riau yang menghukumi haram suatu pernikahan antara
laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, akan tetapi
sebab berasal dari satu kelompok adat yang sama.

Para ulama bersepakat ‘urf fasid tidak bisa dijadikan dasar
hukum dan kebiasaan tersebut tidak dapat diterima karena
bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karenanya untuk
meningkatkan pengalaman hukum Islam bagi masyarakat
sebaiknya dilakukan dengan cara yang makruf, sehingga ‘urf al-
Fasid ini merupakan adat kebiasaan yang ditentang oleh dalil
hukum Islam.®*

4. Syarat-syarat ‘urf dapat dijadikan landasan hukum

*Abdul Wahab Khallaf, llmu Ushul al-Figh...,117-118.
%0satria Effendi, Ushul figh, (Jakarta: Kencana, 2005), 141.
>!Abd. Rahman Dahlan,Ushul Figh...,211.



Abdul Karim Zaidan mengatakan ada beberapa syarat suatu ‘urf bisa
dijadikan sebagai sumber hukum, yakni:

1) ‘Urf harus berupa ‘urf yang sahih dengan artian tidak sejalan dengan
Al-Quran dan Al-Hadist. Jika kebiasaan tersebut belum terdapat nash
hukum nya di dalam Al-Quran dan Al-Hadist, maka unsur-unsur ‘urf
yang tidak bertentangan dengan nash hukum dapat dijadikan pondasi
hukum dan dipelihara keberadaannya. Dari sini dapat diketahui bahwa
suatu ‘urf dikatakan bertentangan dengan nash apabila telah
berlawanan dalam segala aspeknya dengan nash, bukan hanya
berlawanan dengan salah satu prinsipnya saja.

2) ‘Urf tersebut harus bersifat umum, dengan arti minimal telah menjadi
suatu kebiasaan mayoritas penduduk. Adapun cara mengukur
konstansi atau cakupan umum diserahkan pada penilaian masyarakat,
apakah kebiasaan tersebut dianggap sebagai pekerjaan yang jarang
mereka tinggalkan ataupun tidak. Dalam hal ini figh tidak ikut campur
dalam menilai apakah adat itu dianggap menyeluruh atau tidak, hal
tersebut dikembalikan pada pelaku adat itu sendiri.*

3) ‘Urf'tersebut terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. yakni
dengan kata lain ‘urf tersebut tetap dan tidak berubah meskipun di
zaman setelahnya berganti maksud atas ‘urftersebut.

4) Tidak ada pertentangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan

maksud ‘urftersebut, sebab jika para pihak yang melakukan perjanjian

*2Abdul Hag, dkk. Formulasi Nalar Figh, Jilid.1...,284.



telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku
umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. Jadi
kesepakatan yang dilakukan oleh para pihaklah yang dimenangkan
daripada ‘urfyang berlaku.>
5. Akibat hukum ‘urf
‘Urf sebagai sumber hukum yang diakui kehujjahannya memberi
dampak pada hukum yang disandarkan atasnya. ‘Urf bisa dijadikan
sebagai sumber hukum Islam dalam hal muamalah dan tidak untuk ibadah.
Secara teoritis, seorang mujtahid tidak hanya disyaratkan untuk
mengetahui nash tapi ia juga harus mengetahui berbagai tradisi yang
berlaku. Bahkan seorang mufti dalam mengeluarkan fatwa haruslah
memperhatikan tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat. Secara
praktis, hukum Islam memberi ruang terhadap ‘urf sebagai dasar hukum
yang bersanding dengan nash (Al-qur’an dan sunah). Dengan demikian,
menetapkan hukum dan mengabaikan ‘urf merupakan istinbath hukum
yang telah menyalahi teori dan praktik para ulama sejak zaman terdahulu.
Al-Sarakhsi menegaskan bahwa “yang tetap berdasarkan tradisi
seperti yang tetap berdasarkan nash (Al-qur'an dan sunah)”.>* Tradisi
terbentuk berdasar pada nalar manusiawi. Dengan itu, mengabaikan tradisi
dapat mempersulit kehidupan masyarakat, membuat unsur-unsurnya tidak

berjalan baik dan dapat merenggangkan hubungan sosial.

>*Satria Effendi, Ushul figh...,143-144.
> Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh...,73.



Menurut Muhammad Sidgi faktor perubahan hukum ada dua
macam. Faktor pertama adalah kerusakan zaman dan pergeseran nilai-nilai
kebenaran. Seperti hukum diperbolehkannya mengunci pintu masjid untuk
menghindari dijadikannya sebagai tempat maksiat. Faktor kedua adalah
perubahan adat dan perkembangan zaman. Seperti diperbolehkannya
melakukan jual beli tanpa mengatakan sighat secara langsung.*

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tradisi yang
disandarkan pada ‘urf diakui kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai
landasan hukum. Karena hukum yang terbangun dari pondasi adat adalah
hasil dari suatu tradisi pada keadaan dan masa tertentu yang mana

penetapan hukumnya harus sesuai dengan tradisi yang berlaku.

> Muhammad Sidqji, al-Wajiz fi Idah al- Qawa ’id al-Fighiyyah al-Kulliyah, (Cairo: Muassah ar-
Risalah, 1983), 183.



BAB Il

TRADISI SEWA TANAH DENGAN PEMBAYARAN DARI
HASIL PERTANIAN DI DESA TOKET KECAMATAN
PROPPO KABUPATEN PAMEKASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan
1. Letak geografis Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Wilayah Desa Toket merupakan salah satu desa yang terletak di
Pulau Madura tepatnya di Kabupaten Pamekasan dengan luas wilayah
yang mencapai 544,055 Ha. Desa Toket berpenduduk kurang lebih 4.876
jiwa, yang rata-rata mempunyai mata pencaharian utama bercocok tanam,
padi pada musim hujan dan tembakau pada musim kemarau. Selain itu
juga menanam jagung, ketela dan kacang ijo serta yang lainnya. Ada juga
yang menjadi pegawali, baik pegawai swasta atau pegawai negeri, dan lain-
lain.

Keadaan wilayahnya terdiri dari pemukiman dan lahan pertanian.
Toket adalah nama salah satu desa yang berjarak sekitar 5km ke arah
Selatan Kantor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Secara
geografis Desa Toket berbatasan dengan beberapa desa yaitu, desa
Samiran disebelah utara, Desa Karang Anyar disebelah timur, desa Candi
Burung disebelah barat, dan Desa Larangan disebelah selatan. Desa Toket
mempunyai 5 dusun yaitu dusun Dalubang, Timur, Tengah, Congkak dan

Tanggul.!

'Sumber Data: Profil Desa Toket, (2018)
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Susunan para Kepala Desa Toket dari tahun 1961 sampai sekarang

(2018) ini, Desa Toket dipimpin Kades-Kades antara lain :

a) Rekso Digono :Tahun 1961-1973
b) H. Imam Faisol :Tahun 1973-2005
¢) Moh. Wasil :Tahun 2005-2011
d) Isnaini :Tahun 2011-2013
e) Pj. Abdul Karim :Tahun 2013-2017
f)  Abdul Karim :Tahun 2017-Sekarang?

2. Keadaan sosial ekonomi

Perilaku masyarakat Desa Toket dalam hal sosial ekonomi
merupakan penunjang utama dalam mengembangkan perekonomian di
masyarakat serta menjadi suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat. Perilaku perekonomian yang berkembang di Desa
Toket dipengaruhi dengan adanya kegiatan sosial keagamaan.Hal ini
sebagian besar dilakukan oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum
perempuan dan lain-lain serta dapat dijadikan wahana transaksi
pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan,
sehingga diharapkan dapat menjadi generasi bagi kelanjutan pembangunan
ekonomi Desa Toket.

Secara umum pekerjaan warga masyarakat Desa Toket
teridentifikasi dalam berbagai bidang pekerjaan seperti : Petani, Buruh

Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Pedagang,

Abdul Karim ( Kepala Desa Toket), 2019



Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan,
Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah
memberikan  konstribusi  terhadap  perkembangan  perekonomian
masyarakat Desa Toket. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian
dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Desa Toket
No. Mata Pencaharian Jumlah (orang)
1. Petani 1.850
2. Buruh Tani 110
8! Buruh Swasta 23
4. Pegawai Negeri Sipil 8
5. Guru Negeri 6
6. Guru Swasta 25
1. ABRI/Polri 7
8. Pedagang 256
9. Tukang Kayu / Batu 26
10. Peternak 8
11. Karyawan Swasta 85
12. Montir 3
13. Perawat / Bidan 3
14. Dokter 0
15. Sopir 8
16. Penjahit 6
17. Pengrajin 566
18. Jasa Angkut 9
19. Pensiunan 6




3. Keadaan sosial keagamaan

Dalam perihal agama, masyarakat di Desa Toket termasuk dalam
kelompok masyarakat hegemoni. Hal tersebut karena mayoritas
masyarakat Toket memeluk agama Islam. Secara kultural, keyakinan
terhadap agama ini muncul dari hubungan kekeluargaan ataupun hubungan
kerabat yang melekat diantara mereka. Disamping itu agama berkembang
sebab turunan orang tua ke anak ke cucu. Hal inilah yang menjadikan
Islam mendominasi keyakinan beragama masyarakat Desa Toket.

Data yang diperoleh dari wawancara yang mendalam dari tokoh-
tokoh masyarakat bahwa selama ini pola hubungan antar masyarakat
banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, Seperti Nahdlatul Ulama

(NU).

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

No Agama L P Jumlah Prosentase
(%)

1 Islam 2.124 | 2.352 4.876 100%

2 Katholik 0 0 0 0

3 Kristen 0 0 0 0

4 Hindu 0 0 0 0

5 Budha 0 0 0 0




Jumlah 2.124 | 2.352 4.876 100%

Dari tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Toket

sebagian besar beragama Islam.

Keadaan sosial pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal terpenting dalam meningkatkan
kecerdasan masyarakatpada umumnya. Dari sini juga dapat diketahui
bahwa pendidikan mempengaruhi fluktuasi perekonomian masyarakat
pada khususnya. Pendidikan dapat menentukan kemajuan sebuah bangsa
dan negara. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mendongkrak frekuensi
kecakapan masyarakat yang bisa memicu tumbuhnya keterampilan dalam
berwirausaha. Pendidikan juga dapat mempengaruhikeadaan sosial
masyarakat dan pola sosial individu, selain itu pendidikan juga dapat
mempermudah jalannya informasi di era digital. Tabel 1.3 di bawah ini

menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Toket.

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Menurut Tingakat Pendidikan
Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
1. | Belum sekolah 846
2. | Usia 7 tahun — 45 tahun tidak 945

pernah sekolah
3. | Sekolah SD tapi tidak lulus 452




4. | Tamat SD / sederajat 1.527
5. | Tamat SLTP / sederajat 445
6. | Tamat SLTA / sederajat 486
7. | Tamat D1, D2, D3 6
8. | Sarjana/S-1 25
9. | Pernah kursus 54

Dalam data yang diperoleh menjelaskan bahwa di Desa Toket
sebagian besar penduduknya memiliki bekal pendidikan formal pada level
tidak tamat Sekolah Dasar (SD)sebesar 48,59%, Pendidikan Menengah
SLTP dan SLTA 30,23%. Sementara yang pendidikannya di tingkat

Perguruan Tinggi mencapai 0,53%.’

5. Keadaan sosial budaya

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk
yang tercatat secara administrasi mencapai4.876 jiwa yakni penduduk
dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.124 jiwa dan yang berjenis
perempuan sebanyak 2.352 jiwa atau 51,1% dari total jumlah penduduk
yang tercatat.

Agar Dbisa didiskripsikan lebih lengkap mengenai keadaan
kependudukan di Desa Toket maka dilakukanlah pengidentifikasian
jumlah penduduk dengan membaginya dalam kelompok usia dan jenis
kelamin. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kependudukan di
Desa Toket yang lebih terstruktur. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.4 di

bawah ini:

*Mohammad Kuddus (Operator Desa), 2019.



Tabel 1.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

No. Golongan Umur Jumlah (Orang)
1. 0 bulan - 12 bulan 84
2. 1 tahun - 4 tahun 243
3. 5 tahun - 6 tahun 356
4. 7 tahun - 12 tahun 393
5. 13 tahun - 15 tahun 200
6. 16 tahun - 18 tahun 967
7. 19 tahun - 25 tahun 968
8. | 26 tahun - 35 tahun 304
9. 36 tahun - 45 tahun 523
10. | 46 tahun - 50 tahun 572
11. | Diatas 50 tahun 266
JUMLAH 4.876

Dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Toket, dalam hal kesehatan
sebab faktor usia, yakni penduduk yang berusia >50 tahun berjumlah 10,9
%. Penduduk dengan usia produktif yakni kisaran usia 20-49 tahun

mencapai 2,367 jiwa atau 45,3% dari total jumlah penduduk.



Tingkat pertumbuhan penduduk Desa Toket diambil berdasarkan
pertumbuhan rata-rata penduduk pada tingkat Kecamatan Proppo yang
dalam lima tahun bisa mencapai 7 % angka pertumbuhan penduduk.’

B. Tradisi Sewa Tanah dengan Pembayaran dari Hasil Pertanian di Desa

Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Akad sewa lahan pertanian di Desa Toket yang dibayar dengan hasil
panen merupakan sebuah tingkah laku masyarakat di bidang muamalah. Akad
ini telah lama dilakukan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan
hidupnya. Sebelum menjadi suatu tradisi, akad sewa ini berjalan sebagaimana
umumnya di masyarakat, yakni dengan menyebutkan secara jelas hal-hal yang
berkaitan dengan akad sewa tersebut. Namun di Desa Toket memiliki
kebiasaan yang berbeda dengan wilayah lain dalam akad sewa, yakni dengan
tidak disebutkannya upah bagi mu’jir atas lahan pertanian yang disewakannya.

Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi dilingkungan masyarakat Desa Toket.

Akad ini muncul secara otomatis dikalangan masyarakat yang berawal
dari sifat empati masyarakat terhadap kerabat keluarga dan temannya. Tidak
tahu secara tepatnya pada tahun berapa kebiasaan ini muncul di masyarakat
Desa Toket, sebab suatu kebiasaan muncul dan berjalan tanpa adanya suatu
persiapan dan dugaan, kebiasaan tersebut terus saja berjalan dan dilakukan
oleh masyarakat. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai ‘urf apabila telah
memenuhi dua pra syarat, yakni adanya suatu ketetapan (al-istigrar) dan

dilakukan secara kontinuitas (al-istimrar).Kata istiqrardisini tertuju pada

*Sumber Data: Profil Desa Toket (2018).



adanya kesepakatan antara pelakunya, sedangkan al-istimrar ditujukan agar
‘urf dapat dijadikan dasar hukum yang memadai dan tetap serta tidak dapat

berubah-ubah.®

Dari wawancara yang dilakukan menurut Bapak Sahladi, mengatakan
bahwa tradisi ini telah dijalankan oleh masyarakat Desa Toket sekitar tahun
1990. Sebab dari dulu kebiasaan masyarakat dan keluarga Bapak Sahladi
menyewakan sawahnya kepada saudara atau temannya dan dibayar dengan
hasil panen tanpa menyebutkan jumlahnya. Tradisi ini dilakukan bertujuan
agar tidak membebani para penyewa untuk membayar upah berupa uang,
sebab masyarakat Desa Toket beranggapan bahwa lebih sulit memperoleh
uang daripada memperoleh padi atau beras. Tradisi ini dilakukan oleh orang
yang memiliki hubungan darah ataupun pertemanan antara penyewa
(musta jir) dengan yang menyewakan (mi jir). Sejak dulu penerapan upah
atas sewa lahan pertanian diberikan berdasarkan sepantasnya oleh musta jir,
tanpa menentukan takaran dan ukurannya, namun para pihak sepakat untuk

memberikan upah sebagaimana biasanya dilakukan.®

Terjadinya sewa tanah ini dilakukan karena adanya latar belakang dari
para pihak, sehingga perlu diuraikan latar belakang terjadinya sewa lahan
pertanian (sawah) dengan pembayaran dari hasil pertanian di Desa Toket

Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, berikut latar belakangnya;

SHarisudin, M.N, Jurnal: Tradisi Lokal sebagai ‘Urf Progresif, ISLAMICA Vol.2, No.1,
September 2007.
®Sahladi (Warga Desa Toket), Wawancara tanggal 19 Februari 2020.



1. Latar belakang sewa tanah dengan pembayaran dari hasil pertanian di

Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Akad sewa (ijarah) sebagai suatu transaksi muamalah yang
membantu kegiatan manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan
hidupnya. Hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Toket,
terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Tidak menutup
kemungkinan bahwa semua orang dari berbagai profesi juga melakukan

akad sewa tersebut.

Akad sewa di Desa Toket terjadi karena faktor ekonomi, hal inilah
yang juga melatar belakangi terjadinya akad sewa tanah dengan
pembayaran dari hasil pertanian di Desa Toket, mengingat sebagian besar
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Dari
sinilah praktik sewa lahan pertanian merupakan alternatif memperoleh
penghasilan bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian untuk
dikelola, ataupun yang memiliki lahan pertanian akan tetapi tidak bisa
untuk mengelolanya dan tetap bisa memperoleh keuntungan atau upah dari

sawahnya.

Kemudian ada faktor lain yang menjadikan akad sewa ini menjadi
penting untuk diangkat dalam sebuah penelitian, yakni kebiasaan sewa
tanah pertanian ini telah menjadi kebiasaan bagi para petani di Desa Toket
untuk menyewakan pada anggota keluarga ataupun pada temannya. Di
Desa Toket praktik sewa yang terjadi sudah menjadi kebiasan para

anggota keluarga jika tidak bisa mengelola lahan pertaniannya maka akan



disewakan pada saudaranya. Hal inilah yang menjadikan akad sewa di
Desa Toket berbeda dengan desa lain yang juga melakukan praktik sewa
tanah pertanian (sawah). Karena adanya ‘urf yang berlaku di masyarakat

tersebut dan dilakukan hingga saat ini.

Praktik sewa tanah dengan pembayaran dari hasil pertanian di Desa Toket

Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Adapun tata cara mengenai transaksi sewa yang dilakukan
masyarakat Desa Toket ini sama dengan akad sewa pada umumnya. Yakni
kedua belah pihak bertemu dan sepakat atas sewa sebidang sawah tanpa
akad yang tertulis diatas kertas perjanjian akan tetapi dilakukan dengan
lisan. Selain itu hal yang berbeda dalam akad ini yakni dalam masalah
upah. Pada saat akad sewa tersebut mii jir mengatakan bahwa upah akan
dibayar dengan hasil pertanian dan dibayarkan setelah panen, kemudian
musta jir menerimanya. Biasanya lahan pertanian lebih banyak disewa
saat musim hujan, sebab saat musim hujan lebih memumgkinkan bagi
musta jir untuk mendapatkan hasil pertanian yakni berupa padi sehingga

untuk pembayaran upah dibayarkan dengan padi tersebut.

Mengenai jangka waktu sewa pihak ma’jir menawarkan pada
musta jir berapa lama sewa tersebut. Setelah selesai masa sewa maka
mz jir akan mengembalikan tanah tersebut kepada musta’jir dengan
bertatap muka secara langsung. Dalam hal ini akad sewa yang dilakukan
antara ma jir dan musta jir dengan jelas telah memenuhi maksud dan

tujuan dari adanya akad tersebut. Sehingga akad yang dilakukannya



mengikat kedua belah pihak serta menimbulkan adanya hak dan kewajiban

bagi keduanya.

. Tradisi sewa tanah dengan pembayaran dari hasil pertanian di Desa Toket

Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Transaksi sewa tanah pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo
Kabupaten Pamekasan yang dibayar dengan hasil pertanian telah menjadi
tradisi bagi masyarakat. Dalam transaksi sewa tersebut tidak ditentukan
upah untuk ma’jir, akan tetapi hal tersebut telah menjadi tradisi di
kalangan masyarakat. Sehingga jarang terjadi perselisihan akibat
pemberian upah bagi mi jir, sebab biasanya musta jir akan memberi upah
dengan takaran sewajarnya atau sepantasnya. Kata wajar atau pantas ini
diukur dari luas lahan pertaniannya serta tanaman yang tumbuh diatasnya,
jika lahan pertanian luas dan tanamannya lebat maka akan dibayar dengan

hasil pertanian yang lebih banyak terhadap mii Jir.

Sewa lahan pertanian ini biasa dilakukan oleh masyarakat yang
memiliki hubungan saudara atau pertemanan, akan tetapi tidak jarang juga
oleh masyarakat yang tidak memiliki hubungan keduanya tersebut.
Sehingga hal demikian sudah menjadi tradisi di masyarakat Desa Toket
baik dari sisi hubungan para pihaknya serta upah yang akan diberikan oleh

musta jir terhadap mi jir.

Adapun tata cara penyewaan lahan pertanian tersebut tidak

dituliskan dalam surat perjanjian, tetapi hanya berupa ucapan. Hal tersebut



dilakukan dengan adanya azas kepercayaan terhadap sesama pihak.
Adapun untuk pemberian upah akan diberikan ketika sudah panen dan
masih dalam penghasilan dengan takaran keseluruhan, yakni sebelum
dipisah antara padi yang berisi dan padi yang kosong. Sehingga beras yang
didapatkan belum tentu sama dengan jumlah padi yang diberikan oleh

musta jir.

Sebagaimana akad sewa yang dilakukan oleh Sulalah (musta jir)
dengan Mudassir (m jir). Keduanya memiliki hubungan persaudaraan
dan merupakan orang yang sudah biasa melakukan akad sewa tanah setiap
tahunnya. Salah satu penyebabnya karena Bapak Mudassir tidak bisa
mengelola sawahnya sendiri dengan alasan jarak yang tidak
memungkinkan karena rumah Bapak Mudassir berada di kecamatan yang

berbeda dengan letak sawahnya. Sehingga Bapak Mudassir menyewakan

sawah tersebut kepada Ibu Sulalah yang luasnya sekitar 500 M2.”Pada saat

melakukan akad sewa tersebut tidak ditentukan upah yang akan diberikan
kepada Bapak Mudassir (mijir) dan Bapak Mudassir sebagai pemilik
sawah juga tidak menanyakan terkait upah sewa tersebut. Pada saat musim
penghujan, oleh Ibu Sulalah sawah tersebut ditanami padi dengan maksud
akan membayar uang sewa dengan padi. Pada saat telah panen padi yang
didapat oleh ibu sulalah berjumlah 16 karung, setelah itu memberikan padi
tersebut sejumlah 4 karung sebagai upah pada Bapak Mudassir (mi jir).

Hal tersebut tidak bisa menyalahkan salah satu pihak ketika Bapak

"Mudassir (M4 ’jir), Wawancara tanggal 17 November 2019.



Mudassir tidak menerima upah dari Ibu Sulalah dengan alasan tidak
sebanding dengan lebar sawah yang telah disewakannya kepada Ibu
Sulalah selaku penyewa. Mau bagaimana lagi ya, saya terima berapapun
upah yang dikasih dari sawah saya. Meskipun tiap tahunnya berbeda-beda
dan terkadang saya merasa dirugikan dan kadang juga untung, ya gak

papa. ungkap Bapak Mudassir saat diwawancarai.®

Selain itu akad sewa lahan pertanian yang dilakukan oleh Bapak
Warib dengan Bapak Muhammad Qusayri. Bapak Warib (ma jir) dan
Bapak Muhammad Qusayri (musta jir) keduanya melakukan akad sewa
sejak tahun 2017 silam, sebab sebelumnya sawah Bapak Warib dikelola
sendiri. Dalam akad sewa tersebut tidak menyebutkan upah yang akan
diberikan kepada Bapak Warib. Tanah dengan luas 600M? tersebut
biasanya dapat memanen hasil padi sebanyak 20-23 karung. Biasanya padi
diberikan setelah kering sebanyak 9 karung pada pemilik tanah. Upah
tersebut kadang naik dan kadang turun sesuai hasil panen sawah tersebut.
Namun hal demikian telah diterima oleh para pihak dan terus dilakukan

sampai sekarang.

Akad sewa tanah yang dilakukan Bapak Warib dan Bapak Qusairi
tersebut sebagai bentuk memanfaatkan tanah, menurut Bapak Warib saat

diwawancarai mengatakan daripada tidak dikelola dan tidak ditanami

8Sulalah (Musta jir), Wawancara Tanggal 23 November 2019.



sawah saya ini, mending saya sewakan ke saudara saya. Masalah upahnya

nanti berapapun saya syukuri, yang penting saya bisa bantu saudara.’

Demikian dengan Bapak Muhammad Qusayri (musta’jir) dari
pengelolaan tanah ini saya memperoleh keuntungan, sebab saya hanya
memiliki sawah yang tidak luas, jadi saya mau menyewa sawah Bapak
Warib. Selain Bapak Warib masih saudara dengan saya, nanti untuk
masalah upah yang penting ngasih sepantasnya, sesuai hasil ketika panen

nanti.*

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa akad yang dilakukan
oleh masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo dijadikan sebagai suatu
tradisi di desa tersebut, yakni dengan tidak menyebutkan upah sewa yang
akan didapatkan oleh ma’jir. Namun hal tersebut tidak dapat
dipermasalahkan karena akad yang dilakukan ini sesuai dengan tradisi
yang berlaku dan berkembang di masyarakat serta akad ini dapat dikatakan

sah karena tidak menyalahi aturan hukum Islam yang berlaku.

*Warib (M ’jir), Wawancara tanggal 7 Januari 2020.
®Muhammad Qusayri (Musta ’jir), Wawancara tanggal 7 Januari 2020.



BAB IV

ANALISIS 1J ARAH DAN ‘URF TERHADAP TRADISI SEWA
TANAH DESA TOKET KECAMATAN PROPPO KABUPATEN
PAMEKASAN

A. Tradisi Sewa Tanah dengan Pembayaran dari Hasil Pertanian di Desa
Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah dijalankan oleh
masyarakat dan diakui keberadaannya. Adapun suatu kebiasaan dapat
dikatakan sebuah ‘urfapabila telah memenuhi dua pra syarat, yakni ditetapkan
(al-istigrar) dan kontinuitas (al-istimrar). Kebiasaan yang telah berlaku dan
diakui sebagai ‘urfadalah kebiasaan yang selaras dengan hukum Islam.

Dalam hal ini tradisi sewa tanah pertanian yang dibayar dengan hasil
pertanian tanpa menyebutkan jumlahnya telah menjadi kebiasaan masyarakat
di Desa Toket. Akad sewa merupakan kesepakatan para pihak untuk
memberikan manfaat atas barang sewa kepada penyewa, dan kewajiban
penyewa untuk memberikan upah. Dalam Islam akad ini disebut dengan
ijjarah, adalah akad pada suatu manfaat tertentu dengan memberikan upah
pada pemiliknya.

Dengan diperbolehkannya akad sewa ini, maka mempermudah manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni dengan saling melengkapi
kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Adapun hikmah dari akad sewa
ini yakni untuk memenuhi hajat hidup manusia dengan menolak kemungkaran
yang akan terjadi. Selain tujuan muamalah, akad sewa juga merupakan cara

Allah untuk mempererat tali silaturrahim antar manusia.
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Hukum sewa sendiri sudah diatur oleh Allah dalam Al-qur’an dan sunah
serta dikuatkan dengan ijtihad para ulama. [jarah yang dilakukan harus
memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh dalil hukum Islam.
Diantaranya yakni dengan akad yang jelas terhadap isi perjanjian sewa
tersebut, baik mengenai manfaat barang sewa, tenggang waktunya, dan upah
yang akan diberikan kepada mai jir. Sebagaimana yang telah diungkapkan
dalam bab sebelumnya, hal tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi setiap
pihak dalam melakukan akad sewa.

Adapun akad sewa yang dilakukan oleh narasumber yang telah di
wawancarai oleh peneliti dengan sampling bahwa orang tersebut merupakan
petani yang melakukan akad sewa tanah tiap tahunnya dan kepada orang yang
memiliki hubungan kekeluargaan. Akad sewa yang dilakukan Ibu Sulalah
(musta jir) dengan Bapak Mudassir (mi jir) keduanya merupakan orang yang
terlah terbiasa melakukan akad sewa tiap tahunnya, disamping itu keduanya
memiliki hubungan persaudaraan, yang mana Bapak Mudassir tidak bisa
mengelola sawahnya sendiri dengan alasan jarak yang jauh dari tempat
tinggalnya. Sebab rumah Bapak Mudassir berada di kecamatan yang berbeda

dengan letak sawahnya. Sehingga Bapak Mudassir menyewakan sawah

tersebut kepada Ibu Sulalah yang luasnya sekitar 500 MZ2. Pada saat

melakukan akad sewa tersebut Ibu Sulalah tidak menentukan upah yang akan
diberikan kepada Bapak Mudassir (mi jir) dan Bapak Mudassir sebagai
pemilik sawah juga tidak menanyakan terkait upah sewa tersebut. Pada saat

musim penghujan sawah tersebut ditanami padi oleh ibu Sulalah dengan



maksud akan membayar uang sewanya dengan hasil panen, yakni padi. Pada
saat telah panen padi yang didapat oleh ibu sulalah berjumlah 16 karung,
setelah itu kewajiban Ibu Sulalah sebagai penyewa untuk memberikan upah
kepada Bapak Mudassir dengan memberikan padi tersebut sejumlah 6 karung
sebagai upah pada Bapak Mudassir (mi jir) atas sewa sawahnya.

Hal tersebut tidak bisa menyalahkan salah satu pihak ketika Bapak
Mudassir tidak menerima upah dari lbu Sulalah dengan alasan tidak sebanding
dengan lebar sawah yang telah disewakannya kepada Ibu Sulalah selaku
penyewa (musta jir). Mau bagaimana lagi ya, saya terima berapapun upah
yang dikasih dari sawah saya. Meskipun tiap tahunnya berbeda-beda dan
terkadang saya merasa dirugikan dan kadang juga untung, ya gak papa.
ungkap Bapak Mudassir saat diwawancarai.

Begitu pula akad sewa yang dilakukan oleh Bapak Warib dengan Bapak
Muhammad Qusayri, keduanya memiliki hubungan persaudaraan Bapak
Warib sebagai pemberi sewa (mi jir) dan Bapak Muhammad Qusayri sebagai
penyewa (musta’jir), Lebar sawah yang disewakan mencapai 600MZ
Keduanya juga tidak menyebutkan jumlah upah sewa, akan tetapi berpatokan
pada kebiasaan di desa tersebut, yakni upah diberikan dengan asas sepatutnya.
Jadi upah tidak bisa disebutkan diawal akad, karena tiap panen bisa berbeda
penghasilan dan upah yang akan dibayar.

Dalam tradisi sewa seperti kasus diatas, telah dilakukan dan diakui oleh

masyarakat Desa Toket sebagai suatu kebiasaan. Sehingga tradisi sewa



tersebut merupakan ‘urf yang berlaku dan tidak ditentang hukumnya oleh
Islam.

B. Analisis ljarah dan ‘Urf terhadap Praktik Sewa Tanah Pertanian dengan
Pembayaran dari Hasil Pertanian
1. Analisis dari segi ijarah

Sah tidaknya suatu akad merupakan suatu dasar halal atau haramnya
hasil yang diperoleh dari transaksi tersebut. Adapun akad sewa yang
dijalankan masyarakat Desa Toket haruslah sesuai rukun dan syarat yang
berlaku dalam syariat.

Rukun yang pertama yakni agidain (para pihak), dalam sewa orang
yang melakukan perjanjanjian menjadi unsur utama karena besar
pengaruhnya terhadap akibat hukum suatu transaksi yang dilaksanakan.
Adapun syarat orang yang melakukan akad memerlukan hal-hal berikut:

a. Para pihak telah cakap hukum®

b. Adanya unsur sukarela antara para pihak yang melakukan akad

c. Adanya hak kepemilikan dan penguasaan atas barang yang
disewakan.?

Pada tradisi sewa ini para pihak merupakan orang yang telah cakap
hukum serta dapat bertindak tanpa dibawah pengampuan siapapun.
Penyewa dengan yang menyewakan melaksanakan akad sewa tersebut

dengan sukarela, sebab keduanya sama-sama mengikatkan diri dalam

'Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: Ul
Press, 2000), 82.
’Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.



transaksi tersebut. Hak kepemilikan atas barang sewa berada sepenuhnya
ditangan musta ’jir dan menguasakan barang sewa tersebut kepada m jir.

Rukun yang kedua, yakni sighat (ijab dan qabul), sighat aqdi
memerlukan tiga syarat sebagai berikut:

a. Harus jelas niat dan maknanya

b. Antara ijab dengan gabul harus sesuai

c. Para pihak memperlihatkan kesungguhannya dalam melakukan
akad sewa tersebut.

Dalam hal sighat terhadap transaksi sewa di Desa Toket Kecamatan
Proppo Kabupaten Pamekasan telah memperlihatkan kesungguhan para
pihak untuk melakukan akad sewa yang ditandai dengan sepakatnya dua
orang yang berakad. Selain itu, para pihak telah melafalkan ijab gabulnya
secara jelas dan terang kecuali dalam hal upah, karena mengikuti
kebiasaan yang terjadi di Desa Toket sehingga mereka menyamakan upah
dengan adat kebiasaan.

Rukun yang ketiga, yakni upah (ujrah). Upah disini harus sesuai
kesepakatan para pihak dan disebutkan secara jelas nominal jika berupa
uang dan harga serta disebutkan takarannya jika upah tersebut berupa
barang. Upah disini harus memenuhi syarat sebagaimana dibawabh ini:

a. Upah harus merupakan harta yang bernilai serta jelas jenisnya
b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma’qiid ‘alaih

(objek akad).



Sistem upah yang dilakukan oleh para pihak yakni dengan tidak
menyebutkan jumlah upah diawal akad, akan tetapi bersandar pada tradisi
yang berlaku di masyarakat. Tradisi ini dilakukan dengan adanya asas
kekeluargaan dan asas kepatutan antar para pihak. Adapun jika upah telah
disebutkan saat melakukan akad, maka yang dibenarkan yakni jumlah
upah yang telah disebutkan ketika akad, sebab kekuatan perjajian adalah
atas apa yang diakadkan saat ijab gabul.

Rukun yang terakhir yakni ma’qiid ‘alaih, merupakan manfaat dari
barang yang digadaikan. Adapun syarat dari manfaat sendiri yakni:

a. Manfaat harus diperbolehkan oleh syariat

b. Manfaat merupakan suatu yang berharga dan bernilai
c. Manfaat bisa diserah terimakan

d. Manfaat tersebut harus jelas serta dapat diketahui.

Dalam tradisi sewa yang terjadi di Desa Toket ini ma’qiid ‘alaih
merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh syara’ yakni manfaat dari
tanah tersebut yang digunakan untuk bercocok tanam. Selain itu manfaat
juga hal yang berharga sebab dapat memberikan penghasilan kepada
penyewa (musta’jir) dan dapat mengurangi angka pengangguran dengan
menggarap tanah sewa tersebut. Manfaat dari sewa ini telah jelas dan
dapat diketahui oleh para pihak, yakni manfaat yang muncul dari akad
sewa itu sendiri. Manfaat yang akan diperoleh oleh musta jir juga manfaat
yang akan diperoleh oleh ma jir. Adapun kemanfaatan untuk musta’jir

yakni bahwa dengan menyewa lahan pertanian tersebut dapat dijadikan



sebagai ladang yang akan memperbaiki perekonomian keluarga. Selain itu
dengan hasil panen tersebut bisa menjadi harapan untuk kebutuhan
dikemudian hari. Adapun manfaat bagi mi jir yakni menghindari mai jir
dari memiliki lahan yang mati atau dengan kata lain lahan tersebut tidak
dikelola. Selain hal tersebut maz jir telah membantu orang lain (musta ’jir )
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Apabila perjanjian (akad) yang dilakukan telah sesuai dengan rukun
dan syarat dari akad sewa, maka akibat hukum yang timbul dari akad
tersebut yakni sahnya akad yang dilakukan. Selain itu dari akad sewa yang
dilakukan masyarakat Desa Toket merupakan suatu perjanjian yang
dilakukan atas diri sendiri tanpa diwakilkan kepada pihak ketiga. Sehingga
munculah hak bagi para penyewa untuk mewakilkan perjanjian tersebut.

Setelah timbul akibat hukum atas akad yang telah dinyatakan sah
berdasarkan tata cara pelaksanaan akad sewa, maka juga akan muncul
bersamaan dengan akad tersebut yakni hak dan kewajiban atas para pihak
yang melakukan perjanjian. Kewajiban bagi musta jir yakni membayarkan
upah atas tanah yang disewa tersebut, selain itu musta jir wajib menjaga
barang sewaan tersebut sampai berakhirnya akad sewa. Adapun hak untuk
mustd jir yakni penyerahan atas tanah sewa tersebut selama masa
tenggang waktu yang telah disepakati keduanya, selain itu musta jir juga
berhak atas tanah tersebut untuk ditanami tanaman yang diinginkannya

selama tidak melanggar kesepakatan antara kedua belah pihak.



Disamping kewajiban bagi musta jir, maka atas miz jir juga wajib
baginya untuk menyerahkan tanah sewa tersebut kepada musta’jir selain
itu ma jir wajib mengetahui atas isi akad terkait jangka waktu, jumlah
upah, serta tanaman yang akan ditanam oleh musta’jir. Adapun hak
seorang miz jir yakni ia berhak atas upah dari tanah yang disewakannya
sesuai dengan jumlah yang disepakati atau dengan tradisi yang berlaku
diantara keduanya. Setelah hal-hal tersebut telah terpennuhi maka sudah
dikatakan sah akad yang dilakukannya serta benar tata pelaksanaannya
sesuai konsep ijarah dalam Islam.

. Analisis dari segi ‘urf

Setiap perbuatan dan tingkah laku manusia telah diatur oleh Allah,
baik ibadah maupun muamalah. Keduanya tidak lepas dari syariah yang
telah Allah turunkan. Namun, tidak semua perbuatan manusia terdapat
nash hukumnya dalam Alquran dan sunah sehingga perlu dilakukannya
ijtihad hukum. Banyak berbagai sumber hukum yang muncul dari hasil
ijtihad para ulama untuk menjawab segala persolan yang terjadi di
masyarakat. Diantaranya istihsan, ‘urf, sar’'u man gablana dan qaul
sahabi.

Dalam bentuk melahirkan sebuah hukum yang tidak terdapat dalam
nash Alquran dan sunah, para ulama bersepakat bahwa setiap hasil ijtihad
dapat digunakan sebagai pedoman hukum. Hal ini dimaksudkan pada ‘urf

yang dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam.



Pada kenyataannya respon fikih terhadap tradisi ditunjukkan dengan
terakomodirnya suatu permasalahan yang dilandaskan pada ‘urf. Secara
logika ‘urf diamini untuk menjadi bagian dari syariat. Sebab ‘urf
merupakan representatif dari akal pikiran manusia. Sebab apa yang baik
menurut akal manusia publik juga baik menurut syariat. Hanya saja,
syariat memberi batasan terhadap ‘urf selama tidak bertentangan dengan
syariah, maka diakui keberadaanya.

Sebagaimana tradisi sewa di Desa Toket ini yang dilakukan
berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat desa tersebut.
Penduduk menetapkan ujrah untuk sewa lahan pertanian dilakukan tanpa
mengucapkan jumlahnya akan tetapi berpatokan pada kebiasaan yang
terjadi di desa tersebut dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan asas
kepatutan.

Menurut madzhab Maliki dan madzhab Hanafi bahwa adat
kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum. Adapun
menurut mayoritas ulama menyatakan bahwa ‘urf bisa diterima dan dapat
dijadikan sebagai landasan syariat apabila telah terpenuhinya beberapa
syarat. Berikut syarat-syarat ‘urfdapat dijadikan sebagai dasar hukum:

a. Tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam

b. Telah menjadi kebiasaan minimal oleh mayoritas masyarakat di tempat
tersebut.

c. Kebiasaan (‘urf) tersebut tidak kontra dengan hal yang secara jelas

telah diungkapkan saat melakukan perjanjian.



d. Memiliki nilai kesejahteraan yang baik dan tidak melahirkan
kemafsadatan.

Dari tradisi sewa tanah di Desa Toket telah dilakukan berdasarkan
hukum Islam dan tidak bertentangan dengannya. Tradisi tersebut juga
telah diakui dan dilakukan secara kontinuitas oleh masyarakat, sehingga
kebiasaan tersebut bisa disebut sebagai ‘urf. Karena suatu akad dapat
dikatakan bertentangan dengan hukum Islam apabila menyimpang dari
hal-hal yang telah ditegaskan dalam Alquran dan sunah. Disamping itu,
akad sewa di Desa Toket terus dilakukan hingga saat ini oleh sebagian
penduduk Desa Toket.

Tradisi sewa tanah di Desa Toket merupakan bentuk ‘urf fi’li sebab
berupa tindakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan termasuk
dalam jenis ‘urf khassah sebab merupakan perbuatan yang dilakukan oleh
sebagian masyarakat di wilayah tertentu.

Menurut mayoritas ulama ushul figh sepakat bahwa ‘urf bisa
dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. Menurut Imam al-
Qarafi bahwa ketika menetapkan suatu hukum harus mengetahui terlebih
dahulu dengan mendalam kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu
sehingga hukum yang ditetapkan tidak menghapus nilai maslahah yang
menyangkut masyarakat tersebut. Para ulama ushul figh juga menyepakati
bahwa hukum vyang disandarkan pada ‘urf dapat berubah seiring

berubahnya waktu dan tempat. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika



suatu saat ‘wrf yang terjadi pada masyarakat Desa Toket berubah
hukumnya sebab berubahnya kebiasaan yang dilakukan.

Suatu masyarakat dapat menerima suatu Kkebiasaan sebab
mengandung nilai kemaslahatan, karena jika menolak kebiasaan seperti ini
justru akan mendatangkan mudarat. Sedangkan semua pihak bersepakat
untuk menerima dan melakukan suatu hal yang mangandungkemaslahatan,
walaupun tidak ada nash yang secara tegas mendukungnya.?

Dalam tradisi sewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Toket ini
sudah dikatakan ‘urf dan telah memenuhi syarat ‘urf dijadikan sebagai
dasar hukum. Tradisi ini disebut sebagai ‘urf khassah sebab dilakukan
oleh sebagian orang dan termasuk pada ‘urf sahihsebab tidak bertentangan
dengan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian ‘urf" tersebut
berakibat pada diperbolehkannya melakukan akad sewa yang disandarkan

pada ‘urf.

$Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid Il Cet.l, (Jakarta: PT. Logos Wacana IImu, 1999), 378.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis
menyimpulkan sebagaimana hal berikut:

1. Tradisi sewa lahan pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten
Pamekasan, adalah tidak menyebutkan jumlah atau takaran wjrah (upah)
yang akan dibayarkan oleh musta’jir kepada ma’jir diawal akad
menjadikan ketidakjelasan transaksi yang dilakukan. Maka dalam hal
memberi upah kembali pada ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di Desa Toket.
Selain itu pembayaran terhadap upah dibayarkan dengan hasil pertanian
setelah panen sesuai hasil panen dan lebarnya sawah, tradisi ini biasa
dilakukan oleh para pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau
pertemanan. Selain itu akad sewa ini dilakukan dengan asas kekeluargaan
dan asas kewajaran berdasarkan ‘urf yang berlaku di masyarakat dalam
menentukan takaran upah.

2. Tradisi sewa lahan pertanian di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten
Pamekasan telah sesuai dengan rukun dan syarat dari ijarah, akan tetapi
tidak menyebutkan secara jelas upahnya bukan menjadi rukun yang
menyebabkan cacatnya akad sewa ini. Sebab kebiasaan yang berlaku di

Desa Toket ini dapat diberlakukan dengan bersandar kepada ‘urf. Selain
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itu tradisi sewa yang dilakukan masyarakat Desa Toket ini telah sesuai
dengan syarat diperbolehkannya suatu ‘urf dijadikan sebuah hukum.
B. Saran
Untuk menyempurnakan skripsi ini penulis memberikan saran yang selaras
dengan pembahasan mengenai tradisi sewa tanah di Desa Toket Kecamatan

Proppo Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Bagi kedua pihak sebagai musta jir hendaknya menyebutkan secara jelas
upah (ujrah) yang akan diberikan kepada ma jir, baik berupa uang ataupun
barang yang dalam hal ini mengurangi potensi untuk terjadinya suatu
perselisihan antara para pihak yang melakukan transaksi. Selain itu jika
memang sudah menjadi tradisi akad sewa seperti yang dijelaskan diatas,
maka hendaknya para pihak menerima dengan segala keadaan dan jumlah
upah yang akan diterimanya dengan catatan upah tersebut sesuai dengan
asas kepatutan di masyarakat tersebut.

2. Bagi mz jir hendaknya mengutarakan keinginannya dalam akad sewa yang
dilakukan, agar ada keridhaan antar kedua belah pihak atas apa yang
disyaratkan dalam melaksanakan transaksi tersebut. Serta majir juga
harus percaya atas hasil yang diperoleh oleh musta’jir jika seandainya

berpatokan pada tradisi atas pembayaran upah tersebut.
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